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Abstrak: Banyaknya permasalahan Sangketa ekonomi syariah itu belum 

terselesaikan semua karena para hakim yang mengatasi masalah Sangketa 

ekonomi syariah tersebut bukanlah hakim khusus yang berkapabel dan 
bersertifikat dalam menangani Sangketa ekonomi syariah. Untuk itulah 

penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan tersebut terdiri dari 

dua rumusan masalah yakni: Bagaimana Tata Cara penyelesaian Sangketa 
Ekonomi Syariah Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 

Tahun 2016 dan Hukum Islam? Jenis metode Pendekatan yang digunakan 

adalah metode kualitatif atau studi kepustakaan yang penelitiannya 
menggunakan data tertulis seperti buku-buku, jurnal, karya tulis, serta 

putusan Mahkamah Agung, dan Undang-Undang, ataupun dari dokumen ke 

dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa dalam penyelesaian Sangketa ekonomi syariah yang 
ditinjau dari perma no 14 tahun 2016 dilakukan denga dua cara yaitu 

acara gugatan sederhana dan acara gugatan biasa sedangkan dalam Islam 

dilakukan dengan cara perdamaian, Arbitrase, Al-Qadha.  
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Abstract: The many problems of sharia economic disputes have not all been 

resolved because the judges who resolve the problems of sharia economic 

disputes are not special judges who are capable and certified in handling 
sharia economic disputes. For this reason, this thesis was created to answer 

this problem, consisting of two problem formulations, namely: What are the 

Procedures for Settlement of Sharia Economic Disputes in View of Supreme 

Court Regulation Number 14 of 2016 and Islamic Law? The type of 
approach method used is qualitative method or literature study whose 

research uses written data such as books, journals, papers, as well as 

decisions of the Supreme Court and laws, or from document to document 
related to this research. From the results of this study it can be concluded 

that in the settlement of Islamic economic disputes in terms of Perma No. 14 

of 2016 it is carried out in two ways, namely simple lawsuits and ordinary 
lawsuits while in Islam it is carried out by means of peace, arbitration, Al-

Qadha.  
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PENDAHULUAN         

Perkembangan sistem Ekonomi Syariah di Indonesia saat ini semakin pesat dan 

berkembang. Di Indonesia kegiatan Ekonomi Syariah mendapat respon positif dari 

masyarakat. Setiap warga Negara Indonesia pasti memiliki berbagai macam cara untuk 

memperoleh suatu kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa dan konflik atau proses 

perkara. Pada umumnya para pihak yang berhadapan dengan suatu sengketa pasti 
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menginginkan konflik yang dihadapinya tersebut dapat selesai dengan secepat mungkin, 

namun kadang kala untuk mencapai suatu kesepakatan tersebut banyak kendala yang 

dihadapi oleh para pihak. Oleh karena itu, beberapa cara dan strategi dalam 

penyelesaian konflik tersebut dapat kita terapkan untutk menyesuaikan masalah yang 

kita hadapi. 
1
 

Menurut Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan. 

Kewenangan Peradilan Agama di Perluas dari sebelumnya yaitu Undang-Undang No 7 

Tahun 1989 tentang peradilan agama yang semula hanya berwenang menyelesaikan 

perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, maka sekarang 

berdasarkan pasal 49 huruf I kewenangan Peradilan Agama kini diperluas termasuk 

perkara-perakara ekonomi, yang terdiri dari zakat,infak dan ekonomi syariah. 

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan tingkat pertama yang 

melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan untuk 

orang-orang yang beragama Islam.
2
 

Oleh karena itu, Pengadilan agama yang diberikan kewenangan untuk 

menyelesaikan berbagai macam sengketa ekonomi syariah tersebut harus bisa 

menjawab persoalan melalui berbagai pertimbangan hukum dengan mengacu pada 

peraturan-peraturan dan undang-undang yang ada atau dengan melakukan suatu 

terobosan dengan cara ijtihad (interprestasi) hukum untuk memberikan kepastian hokum 

dan keadilan.
3
  

Seperti tindak lanjut dari Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan 

Agama sehingga Mahkamah Agung melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 

Tahun 2016 pada tanggal 22 Desember 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara 

Ekonomi Syariah. Dengan dikelurkan Peraturan Mahkamah agung imi dapat 

memperkuat segala peraturan yang membahas mengenai ekonomi syariah. Semua 

mengenai yang membahas tentang peraturan ekonomi syariah diperkuat pada PERMA 

ini. Untuk ekonomi syariah, prinsip-prinsip, perjanjian, serta tata cara penyelesaian 

perkara ekonomi syariah yang diaju ke Pngadilan Agama juga sudah dijelaskan dengan 

cara terperinci dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
4
 

Kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh para pihak dalam akad (perjanjian) 

jual beli bisa saja terjadi. Kemungkinan adanya wanprestasi ini adalah resiko dalam 

(akad) perjanjian jual beli. Wanprestasi bisa dinyatakan kalau kedua pihak melakukan 

sebuah perjanjian (akad) namun yang telah menjalankan kewajiban hukumnya hanya 

untuk salah satu pihak saja sedangkan untuk pihak lain tidak atau belum menjalankan 

kewajiban hukum yang bisa menyebabkan tidak terlaksanakannya maksud tujuan yang 

diinginkan. Akhirnya keluar tindakan hukum yang memaksa para pihak yang 

melakukan wanprestasi itu untuk menjalankan semua kewajiban yang harus 

dilakukannya. 

Seperti kalsus paldal Pengaldilaln Algalmal Ponorogo paldal putusa ln 

Nomor:1935/Pdt.G/2015/Pal.Po kalsus alntalral penggugalt melalwaln tergugalt altals gugalta ln 

walnprestalsi. Seperti yalng sudalh dila lmpirkaln dallalm sebualh putusaln perkalra l 

Nomor:1935/Pdt.G/2015/Pal.Po, bntuk salngketal walnprestalsi yalng dima lksud yalitu 

                                                             
1Mujahiddin ahmad, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2005), 55.  
2Drs. H. A Basiq Djalilhofar Nashori, Peradilan Agama di Indonesia, 7 
3Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pertemuan dan Kaidah Hukum, 

(Jakarta: Prenadaa Media Group, 2018),3. 
4Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016  
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Penggugalt tidalk salnggup altalu tidalk bisal mencalri ualng gunal memenuhi kewaljibaln 

pelunalsaln pokok pembalyalraln kepaldal tergugalt. Sebalgalimalnal dallalm alkald pembia lyalaln A ll 

Muralbalhalh talnggall 4 jalnualri 2012 Nomor 4/IB/BMI/PO/I/2012 yalng dibualt Tergugalt 

daln ditujukaln kepaldal Penggugalt. Jelals terteralh kewaljibaln Penggugalt untuk falsilitals All 

Muralbalhalh I sebesalr 60 Bulaln X Rp.3.106.572,00 = Rp.186.394.320,00 daln falsilita ls 

pembialyalaln All Muralbalhalh II sebesalr 60 Bulaln X Rp.4.349.201,00 = 

Rp.260.942.060,00. Jaldi jelals balhwal untuk mencalpali alngkal-alngkal tersebut halrus 

menunggu 60 bulaln altalu pertalnggall 10 Jalnualri 2017. Malkal dallalm keteralngaln tersebut, 

kalrnal meralsal dirugikaln penggugalt daltalng ke Pengaldilaln Algalmal Ponorogo untuk 

mengaljukaln gugaltaln.
5
 

Pengaldilaln Algalmal berpegalng teguh dengaln hukum alcalral yalng aldal dalla lm 

menetalpkaln sebualh perkalral yalng malsuk di pengaldilaln aldallalh perkalral ekonomi syalrialh. 

Pengaldilaln Algalmal jugal membualt dewaln khals dallalm memutuskaln sebualh salngketa l 

ekonomi syalrialh yalng malsuk ke dallalmnya l, timbulnyal Pralturaln Malhkalma lh Algung No 

14 talhun 2016. Dallaln mengaltalsi sebualh Salngketal ekonomi syalrialh diwaljibkaln 

mempunyali halkim-halkim khusus yalng berkalpalbel, palral halkim jugal dimintal lebih 

responsif dallalm bingkali regulalsi Indonesial terhaldalp perkembalngaln ekonomi berbalsis 

syalrialh. Algalr sebualh penyelesalialn perkalral ekonomi syalrialh kialn memba lik, untuk palra l 

halkim halrus memalkali calral kerjal yalg lebih inovalre yalkni memalkali salralnnal altalu media l 

eletronik algalr Penyelesalialn sebualh perkalral ekonomi syalrialh itu kialn membalik.
6
 

Berdalsalrkaln uralialn tersebut, terdapat permasalahan yang perlu dikaji yaitu 

Balgalima lnal taltal calral penyelesalialn Salngketal ekonomi sya lrialh ditinjalu dalri Peralturaln 

Malhkalmalh Algung Nomor 14 Talhun 2016 daln Hukum Islalm? Tujualn penelitialn ini 

aldallalh untuk mengetalhui taltal calral penyelesalialn Salngketal ekonomi syalrialh ditinja lu dalri 

Peralturaln Malhkalmalh Algung Nomor 14 Talhun 2016. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekaltaln yalng digunalkaln paldal penelitialn ini aldalla lh penelitian kuallitaltif 

(penelitian kepustakaan) atau library research pengelolalaln daltalnya l bersifat deskriptif 

dan cenderung menggunakan analisis. Pengumpulaln daltal yalng dilalkukaln palda l 

penelitialn ini yalkni dengaln calral studi pustalkal yalitu mengkalji, menelalalh daln 

mempelaljalri dalri skripsi-skripsi, buku-buku, jurnall-jurnall sertal berbalgali sumber lalinnya l 

dalri internet yalng berkalitaln dengaln penelitialn ini.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelesaian Sangketa Ekonomi Syariah 

Taltal Calral Penyelesalialn Salngketal Ekonomi Syalrialh Dallalm Hukum Islalm terdiri 

dari Tiga Cara. Yang pertama All Sulh (Perdalmalialn) Dallalm etimologi “sulh” yalitu 

meredalkaln sualtu perselisihaln, sedalngkaln dalla lm istilalh “sulh” yalitu sejenis alkald untuk 

menyudalhi secalral dalmali sualtu perselisihaln altalu pertengkalraln alntalral dual pihalk yalng 

bertikali. Penyelesalialn salngketal didalsalrkaln dengaln perdalmalialn dengaln menyudalhi sualtu 

perkalral almalt disalralnkaln oleh Allla lh SWT.
7
 

                                                             
5Putusan Pengadilan Agama Nomor 1935/Pdt.G/2015/Pa.Po 
6 https://e-jurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath/article/ (di akses pada tanggal 23 Agustus 

2021 pukul 21:00)  
7A.W. Munawir, Kamus Al Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984), 843. 

http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath/article/view/555/
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Kedua, Talhkim (Alrbitralse) Menurut hukum Islalm,“alrbitralse” bisal disalmalka ln 

dengaln istila lh “talhkim”. Talhkim sendiri bersumber dalri kaltal “halkkalmal”, talhkim 

alrtinyal menghentikaln seseoralng dallalm sualtu perselisihaln, sedalngkaln secalral umum 

talhkim mempunyali alrti yalng salmal dengaln alrbitralse yalitu  penyelesalialn Salngketal secalra l 

dalmali oleh dual pihalk altalu lebih yalng bersalngketal dengaln menunjuk saltu oralng altalu 

lebih sebalgali alrbiter yalng disebut "halkkalm".
8
 

Ketiga All Qaldhal (kekualsalaln kehalkimaln) Secalral etimologi All Qaldhal iallalla lh 

menetalpkaln sedalngkaln secalral terminologi iallalh memutuskaln hukum syalral dalla lm sualtu 

peristiwal altalu salngketal dallalm penyelesalialn secalral imbalng sertal mengikalt. Halk daln 

kekualsalaln yalng dipunyali balgi lemba lgal ini iallalh menalngalni kalsus-kalsus tertentu yalng 

berkalitaln dengaln all-alhwall alsy syalkhsiyalh (urusaln keperdaltalaln, termalsuk hukum 

kelualrgal Islalm) sertal jina lyalh (hukum pidalnal). Merekal yalng memiliki kekualsalaln dalla lm 

menyelesalikaln kalsus di pengaldilaln dinalmalkaln Qaldhi (halkim).
9
 

 

Tata Cara Peyelesaian Sangketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Positif 
 

Taltal Calral Penyelesalialn Perkalral Ekonomi Syalrialh melallui Gugaltaln Sederhalna. 

 Gugaltaln sederhalnal ialla lh gugaltaln perdaltal dengaln tuntutaln malteriall palling 

balnyalk Rp200.000.000,- (dual raltus jutal rupialh) yalng diselesalikaln dengaln taltal calral sertal 

pembuktialn yalng sederhalnal.
10

 Penyelesalialn perkalral dallalm sidang sederhalnal ditinja lu 

daln diputus oleh halkim tunggall yalng ditunjuk oleh pengaldilaln algalmal altalu ketual 

pengaldilaln sya lrialh dengaln beberalpal proses penyelesalialn, dialntalralnyal: Pendalftalraln, 

berdalsalrkaln Palsall 4 Putusaln Malhkalmalh Algung No. 14 Talhun 2016, penggugalt dalpalt 

mengaljukaln gugaltaln mengisi dalftalr perkalral di Pengaldilaln Negeri altalu  dengaln mengisi 

formulir yalng disedialkaln oleh Palniteral Pengaldilaln Negeri.Bla lnko gugaltaln tersebut 

berisi keteralngaln: Identitals Penggugalt sertal Penggugalt, Penjelalsaln ringkals tentalng 

duduknyal perkalral, tuntunaln penggugalt dan Paldal pendalftalraln gugaltaln, diwaljibkaln 

melalmpirkaln bukti suralt yalng telalh dilegallisalsi dallalm mendalftalr gugaltaln sederhalna l 

tersebut.
11

 

Pemeriksalaln kelengkalpaln gugaltaln sederhalnal dalam Palsall 3 daln 4 PERMAl 

Nomor 2 Talhun 2015 tentalng Taltal Calral Penyelesalialn Gugaltaln Sederhalnal berdalsalrka ln 

ketentualnnya l Palniteral mengaldalkaln pemeriksalaln syalralt gugaltaln sederhalnal. Gugalta ln 

yalng belum memenuhi syalralt dikemballikaln oleh Palnitral, lallu mencaltalt di buku register 

khusus gugaltaln sederhalnal yalng galmbalralnnyal mengalndung coralk hitalm. 

Penetalpaln halkim sertal Penunjukaln palniteral penggalnti Peralturaln Malhkalma lh 

Algung Nomor 14 talhun 2016 dallalm Palsall 9: (1) Ketual pengaldilaln mentetalpkaln Halkim 

dallalm memeriksal gugaltaln sederhalna (2) Palniteral menunjuk Palniteral penggalnti dalla lm 

menolong Halkim dallalm pemeriksalaln gugaltaln sederhalna (3) Paldal palsall 10 Proses 

mendalftalr gugaltaln sederhalnal, penetalpaln Halkim sertal penunjukaln palniteral penggalnti 

dilalkukaln 2 (dual) halri palling lalmbalt.
12

 

Pemeriksalaln pendalhulualn, sebelum halkim mempertimbalngkaln balik-balik 

gugaltaln yalng diperintalhkaln untuk menyelesalikaln perkalral alquo, yalng pertalmal waljib 

                                                             
8Al Munawar, Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia,49. 
9Dewi Gemala dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 2005), 92-93.  
10Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara 

Ekonomi Syariah. 
11Ibid 
12Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 9 dan Pasal 10. 
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ditentukaln alpalkalh malteri gugaltaln sederhalnal itu telalh salngalt pals dengaln persyalraltaln 

yalng ditetalpkaln. Wallalupun paldal alwallnyal kepalniteralaln telalh melalksalnalkaln penila lialn 

persyalraltaln sederhalnal nalmun kesederhalnalaln balralng bukti yalng alkaln dialjukaln palra l 

pihalk halkim tetalp mempertimbalngkaln sertal menentukaln. Alpalbilal dalri halsil penyidika ln 

halkim memutuskaln balhwal itu bukaln sidalng sederhalnal, malkal halkim memutuska ln 

balhwal sidalng tersebut bukalnlalh sidalng sederhalnal.
13

 

Penetalpaln halri sidalng daln pemalnggilaln palral pihalk, untuk permalsallalhaln ini, 

Halkim alkaln mempertimbalngkaln gugaltaln yalng dialjukaln oleh penggugalt yalkni gugaltaln 

sederhalnal daln menentukaln talnggall sidalng pertalmal. Selalnjutnyal diperintalhkalnnya l 

jurusital dallalm mengundalng palral pihalk untuk sidalng yalng telalh ditetalpkaln, daln selalng 

walktu alntalral pemalnggilaln daln sidalng itu aldallalh tigal halri, tetalpi untuksidalng sederhalna l 

dallalm salngketal Ekonomi Syalrialh palling lalmal dual halri kerjal. Kallalu penggugalt halri 

pertalmal persidalngaln tidalk daltalng tidalk dengaln allalsaln yalng balik, oleh sebalb ituperkalra l 

tersebut dinyaltalkaln baltall demi hukum. Balgi terdalkwal paldal sidalng pertalmal tidalk daltalng 

selalnjutnyal dilalksalnalkaln pemalnggilaln kedual. Daln kalla lu terdalkwal paldal sidalng kedua l 

tidalk daltalng, kalsus tersebutalkaln diputuskaln oleh Halkim. Jikal sidalng pertalmal tergugalt 

daltalng sertalpaldal persidalngaln selalnjutnya l tidalk daltalng tidalk dengaln allalsaln yalng balik 

selalnjutnyal gugaltaln alkaln diperiksal sertal diputuskaln. 

Pemeriksalaln sidalng daln perdalmalialn, paldal sidalng perdalnal dengaln tetalp 

memperhitungkaln baltals tempo halkim waljib mengupalyalkaln perdalmalialn, ialla lh 

penentualn balhwal gugaltaln sederhalnal waljib disudalhkaln dallalm tempo 25 halri kerjal seja lk 

talnggall persidalngaln. Jikal terwujud perdalmalialn, halkim alkaln memutuskaln balhwal alkte 

perdalmalialn tidalk dalpalt dialjukaln balnding. Kallalu paldal halri sidalng pertalmal tida lk 

terwujudnyal perdalmalialn, sidalng alkaln dilalnjuti dengaln pembicalralaln suralt gugaltaln sertal 

jalwalbaln tergugalt. Halrus dimengerti balhwal tidalk aldal tuntutaln provisi, eksepsi, 

rekovensi, replik, duplik altalu kesimpulaln untuk proses pemeriksalaln gugaltaln sederhalnal. 

Pembuktialn, sallalh saltu malsallalh yalng menyenalngkaln dalri penyelesalialn kalsus 

ekonomi syalrialh, dengaln prosedur yalng sederhalnal, yalitu balgia ln sualtu kalsus untuk 

diterimal altalu diberhentikaln, tidalk diperlukaln bukti. Allalt bukti dallalm sidalng sederhalna l 

terbaltals paldal allalt bukti yalng dialjukaln oleh penggugalt.
14

 Sebalb jikal tidalk sederhalna l 

untuk pembuktialnnyal, malkal seja lk pertalma lkalsus ini telalh dinyaltalkaln disidalngka ln 

dengaln gugaltaln alcalral bialsal. 

Putusaln sertal berital alcalral persidalngaln, semual putusaln sertal penetalpa ln 

pengaldilaln untuk sidalng ekonomi syalrialh tidalk halnyal mengalndung allalsaln sertal dalsalr 

putusaln, tetalpi jugal alsals daln dallil kitalb Fiqih yalng digunalkaln sebalgali dalsalr putusaln, 

pertimbalngaln daln memutuskaln perkalral. Semalcalm hallnyal dallalm persidalngaln perkalra l 

lalin, halkim diwaljibkaln untuk memba lcal putusaln untuk sidalng dibukal dallalm umum sertal 

halrus menginformalsikaln kepaldal palral pihalk halk dallalm mengalju keberaltaln alpalbilal palra l 

pihalk berhallalngaln daltalng. Untuk hall ini, Palniteral waljib memberitalhukaln putusaln 

tersebut sejalk talnggall putusaln diucalpkaln dallalm walktu 2 (dual) halri kerjal. Selalnjutnyal, 

altals permintalaln palral pihalk, sejalk talnggall diterbitkalnnyal putusaln dallalm walktu 2 (dual) 

                                                             
13Amran Saudi, Penyelesaian Sangketa Ekonomi Syariah teori dan praktik, (Jakarta: Kencana, 

2017), 120. 
14 Efa Laela Fakhriah, “Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di 

Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata,” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 1, no. 

2 (2015): 135–153; Dewa Gde Rudy and I Dewa Ayu Dwi Mayasari, “Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam 

Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 

Undiksha 9, no. 1 (2021): 167–174. 
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halri kerjalsallinaln putusaln disalmpalikaln. Ketentualn mengenali keberaltaln halrus dialjukaln 

selalmbaltnyal 7 (tujuh) halri kerjal sejalk talnggall diumumkalnnyal keputusaln altalu setela lh 

pemberitalhualn keputusaln tersebut. Jikal lewalt baltals walktu, Halkim mengelualrka ln 

pernyaltalaln keberaltaln yalng tidalk bisal diterimal menurut keteralngaln palniteral, balhwa l 

baltals tempo pengaljualn keberaltaln telalh melebihi 7 (tujuh) halri kerjal. 

Lalmalnyal Penyelesalialn gugaltaln sederhalnal, sejalk halri sidalng pertalmal gugalta ln 

sederhalnal diselesalikaln dallalm 25 (dual puluh limal) halri palling lalmal.
15

 

 

Taltal calral Penyelesalialn perkalral ekonomi Syalrialh dengaln alcalral bialsal 

Peninjalualn kalsus ekonomi syalrialh belum termalsuk untuk lingkup penuntutaln 

gugaltaln sederhalnal daln dalpalt ditinjalu dengaln Hukum Alcalral Perdaltal yalng berlalngsung, 

lalin hallnyal untuk perkalral yalng ditentukaln oleh Peralturaln Malhkalmalh Algung Nomor 14 

Talhun 2016 tentalng taltal calral penyelesalialn perkalral ekonomi sya lrialh. 

Peralturaln Malhkalmalh Algung No. 14 Talhun 2016 memberikaln dua hall yalng 

malsing-malsing memiliki alturaln hukum yalng berbedal. Klalusul yalng dipermalsallalhka ln 

menyebutkaln balhwal gugaltaln sederhalnal berpegalng dengalnPutusaln Malhkalmalh Algung 

No. 2 Talhun 2015. Mengenali gugaltaln bialsal dialtur dallalm Hukum Alcalral Perdaltal yalng 

malsih berjalla ln, melalinkaln sebalgalima lnal ditentukaln dengaln tegals dallalm Perintalh 

Malhkalmalh Algung ini, tetalpi ini tidalk beralrti balhwal perbualtaln sederhalnal daln bialsa l 

malmpu diteralpkaln. 

Mengenali permalsallalhaln yalng dengaln calral khusus disusun dallalm PERMA l 

Nomor 14 Talhun 2016 tentalng Taltal Calral Penyelesalialn Perkalral Ekonomi Syalrialh, sbb: 

Mekalnisme penyelesalialn perkalral, Mekalnisme penyelesalialn kalsus ekonomi 

syalrialh bisal melallui teknologi informalsi misallnyal: Pendalftalraln Online. Sedalngka ln 

palnggilaln telepon lebih lalnjut malmpu dilalkukaln dengaln menggunalkaln teknologi 

informalsi contohnyal E-malil, WhaltsAlpp, dll., altals persetujualn palral pihalk.
16

 

Walktu penyelesalialn perkalral, menurut kepalstialn Penyelesalialn Salngketa l 

Ekonomi Syalrialh dallalm gugaltaln bialsal tempo walktu penyelesalia ln perkalral aldallalh 5 

bulaln untuk penyelesalialn Salngketal di pengaldilaln tingkalt pertalmal sertal 3 bulaln dalla lm 

penyelesalialn Salngketal di pengaldilaln tingkalt balnding malupun di pengaldilaln tingkalt 

pertalmal. Kalsalsi sertal pembukalaln kemballi ke Malhkalmalh Algung.17 
Pemalnggilaln palral pihalk, semual pihalk dipalnggil pals Hukum Alcalral Perdaltal yalng 

berlalngsung, tetalpi kepalstialn mengenali oralng yalng tidalk tunduk paldal yurisdiksi 

pengaldilaln yalng berwenalng dialtur untuk Suralt Edalraln MAl Republik Indonesial No. 6 

Talhun 2014. Palnggila ln pengaldila ln berdalsalrkaln konsensus palral pihalk yalng berSalngketal 

malmpu dila lksalnalkaln secalral teknis melallui E-malil malupun WhaltsAlpp, dan lain-lain 

untuk menghindalri keluhaln dalri palral pihalk perlu mengklalrifikalsi kebenalraln peralngkalt 

elektronik yalng digunalkaln.
18

 

Upalyal dalmali, dalam putusaln MAl No 14 Talhun  16 Tentalng Penyelesalia ln 

Perkalraldi Pengaldilaln Tingkalt Pertalmal sertal Pengaldilaln Tinggi di Empalt Yurisdiksi 

mengalcu paldal ketentualn Alturaln Upalya l Dalmali Penyelesalialn Salngketal Ekonomi Syalria lh 

dengaln Gugaltaln Alcalral Bialsal. Untuk memeriksal dengaln alcalral bialsal, halkim waljib 

                                                             
15Amran Saudi, Penyelesaian Sangketa Ekonomi Syariah teori dan praktik, (Jakarta: Kencana, 

2017), 120. 
16Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 2. 
17Amran Saudi. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 

2017), 126. 
18Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 2. 
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mengalralhkaln palral pihalk yalng bersalngketal dallalm mencalri penyelesalialn menempuh 

medialsi waljib pals dengaln Putusaln Malhkalmalh Algung No. 14 Talhun 2016. 

Kuallifikalsi hokum, tingkaltaln halkim yalng berwenalng memeriksal salngketa l 

ekonomi sya lrialh paltut memenuhi sya lralt sertal mempunyali sertifikalt penyelesalialn 

pelaltihaln sertal pendidikaln untuk penyertifalkti halkim ekonomi syalrialh yalng dikelualrkaln 

balgi Malhkalmalh Algung. Tidalk halnyal halrus  berhalsil, merekal jugal waljib memiliki Suralt 

Keputusaln Pengalngkaltaln Halkim Ekonomi Syalrialh yalng dikelualrkaln balgi Ketual MAl 

Republik Indonesial. Ketentualn ini dikualtkaln dengaln PERMAl No.5 Talhun 2016 tentalng 

Sertifikalsi Halkim Ekonomi Syalrialh.
19

 

Pembuktialn, untuk menyelesalikaln Salngketal Ekonomi Syalrialh, penggugalt waljib 

membuktikaln dallil perkalralnyal,
20

 sebalgalimalnal termohon waljib membuktikaln dallil 

salngkallalnnyal menurut alpal yalng dialtur dallalm HIR palsall 163/283 RBg jugal disebutka ln 

dallalm palsall 91 ralncalngaln kompilalsi hukum alcalral ekonomi sya lrialh. Nalmun, kallalu 

peninjalualn membutuhkaln pemeriksalaln alhli, balntualn teknologi informalsi bisa l 

digunalkaln. 

Tentalng tulisaln Lalfalz Bismillalh, dalam Putusaln MAl Nomor 14 Talhun 2016 

tentalng Proses menyelesalikaln Perkalral Ekonomi Syalrialh menekalnkaln klalrifikalsi 

penyebutaln lalfalz  Bismillalh dalla lm penetalpaln altalu putusaln Salngketal ekonomi sya lrialh. 

Kalrenal kallimalt yalng mengalndung kaltal Bismilla lh halrus menggunalkaln huruf Alralb, malka l 

tidalk aldal lalgi duallitals pendalpalt tentalng balgalimalnal menulis lalfalz dialtals keputusaln altalu 

penetalpaln Pengaldilaln Algalmal.
21

 

Tentalng pertimbalngaln hokum, sualtu putusaln pengaldilaln paltut  berisi pendalpalt 

hokum yalng lengkalp  sertal semual  penetalpaln altalu putusaln pengaldilaln dibidalng 

ekonomi syalrialh paltut berisi tidalk halnyal allals aln sertal pokok putusaln, tetalpi dalsa lr 

putusalnnyal jugal waljib dicalntumkaln alsals-alsals syalrialh. 

Tentalng alcualn hokum, aldalpun referensi hukum untuk menyelesalikaln salngketa l 

ekonomi syalrialh, halkim yalng mengaldili perkalral di bidalng ekonomi sya lrialh hendalknya l 

mempelaljalri Kompilalsi Hukum Ekonomi Syalrialh yalng dialtur dallalm PERMAl Nomor 2 

Talhun 2008, Faltwal Dewaln Syalrialh Nalsionall, Kitalb fiqih, Peralturaln Balnk Indonesia l 

sertal Otoritals Jalsal Keualngaln, peralturaln lalin ya lng menyusun tentalng ekonomi sertal 

peralturaln perundalng-undalngaln lalinnyal terkalit dengaln ekonomi syalrialh.
22

 

Pelalksalnalaln putusaln, balgalialn proses  putusaln Ekonomi Syalrialh meliputi 

eksekusi hipotek, eksekusi alktal almalnalh, kontralk yalng kontralknyal menurut syalrialh, da ln 

keputusaln pengaldilaln alrbitralse syalrialh, sertal penghalpusaln pengaldilaln dilingkunga ln 

pengaldilaln algalmal. Selalnjutnyal, taltal calral pelalksalnalaln alrbitralse syalrialh altalu 

pembaltallalnnya l mengalcu paldal UU No 30 Th 1999 tentalng Alrbitralse sertal Allternaltif 

Penyelesalialn Salngketal.
23

 

 

                                                             
19Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 

2017), 128. 
20 Suryati Dzuluqy, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi,” Jurnal Studi 

Kasus Perkara 1, no. 1 (2016): 1–17; Syaiful Bahri Bani Samin, “Peran Pengadilan Agama Dalam 

Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 3, no. 2 

(2020): 28–36. 
21Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 

2017), 129 
22Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 

2017), 130. 
23Ibid 
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Tata Cara Penyelesaian Sangketa Ekonomi Syariah Menurut Hukum Islam dan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan 

No.1935/Pdt.G/2015/Pa.Po)  

Dallalm perkalral perdaltal permohonaln penggugalt pernyaltalaln salngketal ekonomi 

syalrialh paldal Pengaldilaln Algalmal Ponorogo dengaln Nomor register 

1935/Pdt.G/2015/Pal.Po terkalit palral pihalk aldallalh Penggugalt : Nalsalbalh daln Tergugalt : 

Pihalk Balnk.
24

 

Terjaldinya l perkalral ini bermulal dalri aldalnyal pemberitalhualn lelalng eksekusi ha lk 

talnggungaln yalng diselenggalralkaln oleh pihalk balnk sedalngkaln paldal salalt itu penggugalt 

tidalk bisal berbualt alpal-alpal untuk menghaldalpi persoallaln tersebut, kalrenal penggugalt 

sedalng menjalla lni persoallaln hukum di Lemba lgal Permalsyalralkaltaln Malgetaln.  

  Persoallaln tersebut tidalk alkaln terjaldi sealndalinyal penggugalt tidalk sedalng 

menjallalni persoallaln hokum yalng menyebalbkaln penggugalt tidalk bisal kemalnal-malnal, 

tidalk bisal kerjal daln tidalk bisal mencalri ualng gunal memenuhi kewaljiba lnnyal kepalda l 

tergugalt. Sedalngkaln yalng menjaldi alngunaln dallalm pemberialn falsilitals pembialya laln 

tersebut iallalh: 

a. Talnalh daln balngunaln dengaln sertifikalt halk gunal balngunaln (SHGB) no. B315, 

luals 60 m2 (enalm puluh meter persegi) altals nalmal PENGGUGAlT 

b. Talnalh Salwalh sertifikalt halk milik (SHM) no. 285, luals 3385 m2 (tigal ribu tiga l 

raltus delalpaln puluh limal persegi) 

Falsilitals All Muralbalhalh I sebesalr 60 bulaln x Rp.3.106.572,00 = 

Rp.186.394.320,00 daln untuk falsilitals pembia lyalaln All Muralbalhalh II sebesalr 60 bulaln x 

Rp.4.349.201,00 = Rp.260.952.060,00 

Balhwal ketikal penggugalt didallalm LP, tergugalt melalkukaln penalgihaln-penalgiha ln 

dengaln calral yalng tidalk Islalmi kepaldal istri penggugalt dengaln menggunalkaln premaln 

sendiri, yalitu mendaltalngi lima oralng penalgih atau debt collector kepaldal istri Penggugalt 

daln menteror dengaln kaltal-kaltal yalng kuralng palntals.
25

 

Kalrenal tergugalt melalkukaln perbualtaln ingkalr jalnji terhaldalp penggugalt , malka l 

kesepalkaltaln alntalral penggugalt dengaln tergugalt dalpalt dibaltallkaln. Oleh kalrenal itu 

penggugalt memohon kepaldal Pengaldilaln Algalmal Ponorogo untuk membaltallkalnnyal da ln 

mengemballikaln kepaldal penggugalt alsset yalng menjaldi alngunaln berupal talnalh balngunaln 

daln talnalh salwalh.  

 Berdasarkan uraian diatas, a ldalpun Analisisl Penyelesalialn Selngketal Ekonomi 

Syalrialh ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 belum 

sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ada, beberapa hal yang belum sepenuhnya 

tersebut diantaranya dalam hasil putusan Perkara No 1935/Pdt.G/2015/Pa.Po untuk 

penyusunan putusan sengketa ekonomi syariah tersebut belum terdapat tulisan lafadz 

bismillah. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 (a) dalam Peraturan 

Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016. Untuk mekanisme tata cara penyelesaian 

sengketa dila lkukaln dengaln Alcalral Gugaltaln Bialsal kalrenal nilali gugaltaln sengketal di altals 

Rp.200.000.000 paldal salngketal keperdaltalaln.  

Sedangkan Analisis Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah ditinjau dari 

Hukum Islam mengenai tata cara penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dalam perkara 

nomor 1935/Pdt.G/2015/Pa.Po telah sesuai karna diselesaikan dengan cara Al-Qadha 
(kekuasaan kehakiman) yaitu menyelesaikan, menuaikan, dan memutuskan hukum atau 

membuat suatu ketetapan. 

                                                             
24putusan Nomor: 101 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 
25 Putusan Pengadilan Nomor 1935/Pdt.G/2015/Pa.Po 
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PENUTUP 

 

Kesimpulan  

Taltal calral penyelesalialn sengketal ekonomi Syalrialh ditinjalu dalri Peralturaln 

Malhkalmalh Algung Nomor 14 Talhun 2016 itu dilalksalnalkaln dengaln dual calral dialntalralnya l 

dengaln alcalral gugaltaln bialsal daln alcalral gugaltaln sederhalnal. Sedalngkaln taltal calra l 

penyelesalialn sengketal ekonomi Syalrialh menurut Hukum Islalm itu diselesalikaln denga ln 

empalt calral, dialntalralnyal: All-Sulh, All Talhkim, All-Qaldhal daln All-Hisbalh.  Aldalpun 

penyelesalialn selngketal ekonomi syalrialh ditinjau dari peraturan Mahkamah Agung No 14 

Tahun 2016 belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ada, beberapa hal yang 

belum sepenuhnya tersebut diantaranya dalam hasil putusan Perkara No 

1935/Pdt.G/2015/Pa.Po untuk penyusunan putusan sengketa ekonomi syariah tersebut 

belum terdapat tulisan lafadz bismillah. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan pasal 6 

ayat 1 (a) dalam Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016. Untuk mekanisme 

tata cara penyelesaian sengketa dilalkukaln dengaln Alcalral Gugaltaln Bialsal kalrenal nila li 

gugaltaln sengketal di altals Rp.200.000.000 pa ldal salngketal keperdaltalaln. Sedangkan 

analisis Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah ditinjau dari Hukum Islam mengenai 

tata cara penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dalam perkara nomor 1935/Pdt.G/2015/Pa.Po 
telah sesuai karna diselesaikan dengan cara Al-Qadha (kekuasaan kehakiman) yaitu 

menyelesaikan, menuaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. 

 

Saran  

1. Disalralnkaln kepaldal palral pihalk yalng tengalh terjaldi perselisihaln altalu bersengketal 

dallalm bidalng ekonomi Syalrialh, dalpalt menyelesalikaln sengketalnyal ke Pengaldila ln 

Algalmal, kalrnal sengketal ekonomi Syalrialh itu merupalkaln kewenalngaln albsolut 

Pengaldilaln Algalmal dallalm mengaldili sertal menyelesalikaln perkalral tersebut. 

2. Dallalm beralkald altalu berkontralk mengenali sualtu usalhal yalng berkalitaln dengaln 

ekonomi Syalrialh itu merupalkaln sualtu undalng-undalng altalu sumber hukum untuk 

merekal yalng membualtnyal sepalnjalng alkald (kontralk) tersebut telalh terpenuhi 

rukun sertal syalraltnyal. Oleh kalrenal itu kepaldal palral pihalk yalng mela lkukaln alkald 

supalyal bisal mentalalti isi alkald (kontralk) yalng telalh disepalkalti. 
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